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Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).  Akan tetapi, Keraguan terhadap independensi dan imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih sering menjadi topik utama terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim  Mahkamah Konstitusi. Bagaimanakah independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Obyek penelitian ini adalah dokumen-dokumen terkait hakim Mahkamah Konstitusi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dengan hakim Mahkamah Konstitusi dengan teknik analisis isi (content analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menjadi kewenangannya sudah terbentuk dari adanya rekruitmen hakim MK dari tiga lembaga negara yang menerapkan cheks and balances yakni dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi sangat terjaga karena dalam pengambilan putusan hakim Mahkamah Konstitusi berbentuk majelis dalam pengambilan putusan yang sarat dengan perdebatan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan adanya pengawasan melekat (waskat) internal hakim. Simpulan yang dicapai dari penelitian ini, Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi telah terjamin dengan meningkatnya kepercayaan publik (public trust) sebagai lembaga yang kredibel independensinya. Saran dalam penelitian ini, Pola rekruitmen hakim MK harus dilakukan secara terbuka dengan membentuk tim seleksi dan dipublikasikan ke masyarakat agar tidak terjadi asumsi negatif terhadap putusan MK.

